
 

 
 

BUPATI BANTUL 
 

PERATURAN  BUPATI BANTUL 
 

NOMOR    16   TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 PEMERINTAH  KABUPATEN BANTUL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTUL,    

 
 

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan 
akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bantul adalah dengan menetapkan indikator kinerja 
utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan 
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang 
telah ditetapkan ; 

    
  b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara 
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 
Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib 
menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk 
Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah serta Unit Kerja Mandiri yang berada di 
bawahnya ; 

    
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Keputusan  Peraturan Bupati Bantul 
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul; 

    
Mengingat : 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana  Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya 
Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15; 
 
 
 



 
2.  

 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang 
Nomor 12 Tahun 2008; 
 

  3. 
 
 
 
4.  
 
 
 
 
 
5.  
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7.   

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
Dengan Pemerintah Daerah; 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 
 

    
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,  
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota ; 

    
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah ; 
 

    
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur 

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 
di Lingkungan Instansi Pemerintah,  ; 
 

    
  11.     Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang 
Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan 
Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara;  
 
 



  12. 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun                 
2006 – 2010 sebagaimana telah diubah  dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 25 Tahun 2008. 
 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib 
dan Pilihan Kabupaten Bantul.  
 
 

Memperhatikan  :   
1. 
 
 
2. 

             
Instruksi Presiden  Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
 
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
percepatan Pemberantasan Korupsi; 
 
 
  MEMUTUSKAN  
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENETAPAN 
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL  
  

BAB  I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal   1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud  dengan :  

1. Bupati adalah  Bupati Bantul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten Bantul. 

3. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis Organisasi  Perangkat Daerah. 

4. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai 

penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang 

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai 

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapaisecara nyata oleh instansi 

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang 

lebih pendek dari tujuan. 

6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. 

 

 



 

BAB II 

 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal  2 

 

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bantul adalah : 

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan 

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja. 

 

Pasal  3 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam           

Lampiran  Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh Organisasi Perangkat 

Daerah untuk : 

a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan 

b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran 

c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja 

d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan 

e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana  Pembangunan 

Jangka  Menengah  Daerah   Kabupaten Bantul Tahun  2006 - 2010 yang 

disesuaikan dengan Rencana Kerja  Pembangunan Daerah yang disusun setiap 

tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal  5 

 

(1)  Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bagian  Tata  

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan 

(2)  Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat 

Daerah Kabupaten Bantul. 

PENUTUP 

Pasal  6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

 
                                                                                     Ditetapkan di Bantul 
                                                                             pada tanggal 18 FEBRUARI 2011 
 

 BUPATI BANTUL, 
           ttd 
 
 
 

    SRI SURYA WIDATI 
 

 
Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul 
Nomor     16 TAHUN 2011 
Tanggal    18 FEBRUARI 2011 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL 
                                ttd 
 
 

               RIYANTONO 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
                    Ttd 
 
 
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum 
Penata Tingkat I (III/d) 
NIP.196402191986031023 
              
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


